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 Konsep Hukum dan Demokrasi   dilahirkan untuk 
membendung adanya kesewenang – wenangan dari 
kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut 
dan mengabaikan hak – hak dari rakyat itu sendiri.

 Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)  Sumber 
kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu Negara 
berada di tangan rakyat.



Konsep Demokrasi ;

Demokrasi berasal dari kata Yunani, 
Demos yang berarti rakyat dan kratia 
yang berarti pemerintahan.

Demokrasi dapat diartikan Pemerintahan Dari, 
Oleh dan Untuk Rakyat.

Maka, Legitimasi pemerintahannya 
adalah dari kemauan rakyat yang 
memilih dan mengontrolnya.



• Beberapa hal yang dapat mendefinisikan Demokrasi 

Sumber Keabsahan kekuasaan dari kehendak rakyat

Sadar bahwa sumbernya dari, oleh, dan untuk rakyat

Keberhasilan keuasaan negara merupakan partisipasi 
aktif rakyat (oleh rakyat)

Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan 
penyalur aspirasi serta pengontrol dalam 
penyelenggaraan kepentingan negara

Media massa sebagai sarana rakyat untuk 
menyalurkan kehendak penyelenggaraan negara. 



Cermin Demokrasi 



 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa 
negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat.

 Rakyat menyerahkan kedaulatannya melalui MPR RI 
yang kemudian terjadi amandemen yang di syahkan 18 
agustus 2002 dan kemudian kedaulatan rakyat ini 
diserahkan kepada DPR.



 Indonesia adalah salah satu negara yang 
menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya.

 Sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu di 
Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan 
demokrasi representatif.



• Kebebasan Untuk berpendapat di muka umum
• Ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan 

di Indonesia melalui Musrenbang
• Keterbukaan terhadap keragaman ideologi
• dll.
Menerapkan  nilai-nilai dari demokrasi 
merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan 
secara konsisten dan utuh. Karena konsep 
demokrasi adalah sebuah konsep yang lahir dari 
keinginan manusia sebagai konsep yang di 
idealisasikan dalam merumuskan kehidupan 
ideal, sesuai dengan jiwa humanis yang fitroh.



“Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan 
kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa 
demokrasi akan kehilangan makna. Menurut 
Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan Negara 
hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. 
Demokrasi merupakan cara paling aman untuk 
mempertahankan Kontrol atas Negara hukum”

“Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan 
kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa 
demokrasi akan kehilangan makna. Menurut 
Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan Negara 
hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. 
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Nilai-nilai penting tentang makna demokrasi dan 
hubungannya tentang nilai-nilai dari konsep negara hukum 

yaitu:



Dalam sistem demokrasi politik dikenal dua 
macam mekanisme pemilihan demokrasi 
dalam melaksanakan pemilihan
1. Demokrasi langsung (direct democration)
2. Demokrasi tak langsung ( indirect 
democration )



Demokrasi konstitusional lahir sebagai akibat dari 
keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik 
itu secara efektif sehingga timbul gagasan bahwa cara 
yang terbaik untuk membatasi kekuasaan 
pemerintaha ialah dengan sesuatu konstitusi.



Eksekutif legislatif Yudikatif

Undang-undang dasar menjamin hak-hak politik dan 
menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa , 
sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen 

dan lembaga-lembaga hukum



Unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law)

3. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equalitity 
before the law)

Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta 
keputusan-keputusan pengadilan



1. Perlindungan konstitusional

2. Badab kehakiman yang bebas dan tidak memihak  
(independent and impartial tribunals)

3. Pemilihan umum yang bebas

4. Kebebabasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan 
beroposisi

6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education)



Menurut Henry B Mayo demokrasi didasari atas beberapa nilai 
(values):
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

(institusionalzed paceful settlement of conflict)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakatyang sedang berubah (peacefull change in changing 
society)

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly 
succsion of rulers)

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minumum (minimum 
of coercion)

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 
(diversity)

6. Menjamin tegaknya keadilan
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APA ITU SIKAP POSITIP 
TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI 

DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN ?

SIKAP YANG BAIK, MAU 
MENERIMA, DAN 

MENDUKUNG BAGI 
BERKEMBANG DAN 

TERLAKSANANYA 
DEMOKRASI DALAM 

BERBAGAI KEHIDUPAN

SIKAP POSITIP 
TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI 

DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN



HENRY B. MAYO
PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT YANG

DEMOKRATIS AKAN MENERAPKAN NILAI – NILAI 
BERIKUT

MENYELESAIKAN PERSELISIHAN 
SECARA DAMAI DAN MELEMBAGA

MENJAMIN TERSELENGGARANYA 
PERUBAHAN 

SECARA DAMAI DALAM MASYARAKAT

MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN 
PEMIMPIN SECARA TERATUR

MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN

MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR 
ADANYA KEANEKARAGAMAN

MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN



M. RUSLI KARIM
BUDAYA DEMOKRASI AKAN DIBANGUN JIKA ADA 

FAKTOR – FAKTOR BERIKUT

KETERBUKAAN SISTEM POLITIK

BUDAYA POLITIK PARTISIPAN 
EGALITAS

PEMIMIPIN POLITIK KERAKYATAN

RAKYAT CERDAS & PEDULI SOSIAL

PARTAI POLITIK TUMBUH DARI BAWAH

PENGHARGAAN THD FORMALISME & HUKUM

MASYARAKAT SIPIL TANGGAP & TANGGUNG JAWAB

DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN 
THD GOL MAYORITAS



Hak-hak Asasi di Indonesia

1. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

2. Hak atas Kebebasan berkumpul

3. Hak atas Kedudukan yang sama di dalam Hukum

4. Hak atas Kebebasan beragama

5. Hak atas Penghidupan yang Layak

6. Hak atas Kebebasan Berserikat

7. Hak atas Pengajaran, dsb



Definisi Hak Asasi Manusia menurut :

Menurut Hendarmin Ranadireksa, HAM adalah        seperangkat 
ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari 
kemungkinan penindasan , pemasungan, pembatasan ruang 
gertak warga negara oleh negaranya.

Menurut Mahfud MD 
HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa  dibawa 
manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga  hak tersebut bersifat 
fitri (kodrati)



a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan Laporan hasil pengamatan tersebut

b. Penyelidikan dan pemeriksaan 

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban

d. Pemanggilan saksi untuk diatay didengar kesediaannya

e. Peninjauan ditempat kejadian  atau tempat lain yangdianggap perlu

f. Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan dll

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan 




